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P  U  T  U  S  A  N

Nomor 92/Pdt.G/2015/PA. Nnk.

بسم الله الرحمن الرحيم
  DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan 

Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang 

diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMA, tempat 

kediaman di Kabupaten Nunukan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, pendidikan 

SD, tempat kediaman dahulu di Kabupaten Nunukan, 

sekarang tidak dketahui alamatnya di Republik Indonesia, 

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

       DUDUK   PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 5 Mei 2015, 

yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan 

dengan  register Nomor 92/Pdt.G/2015/PA.Nnk, tanggal 5 Mei 2015, telah 

mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan 

alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari’at Islam pada 

tanggal 7 Agustus 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor  -, tanggal 

8 Agustus 2002  yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup 

bersama di rumah orang tua Tergugat di Sulawesi Tengah selama 1 (satu) 

tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Tien 

Soeharto RT. 14, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, 

Kabupaten Nunukan selama 13 (tiga belas) tahun hingga berpisah; 

3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan 

hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama : 

1. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun;

2. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, umur 7 tahun;

3. Anak 3 Penggugat dan Tergugat, umur 3 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat 

rukun dan harmonis, namun sejak 2008 mulai sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan: 

a. Tergugat tidak memberikan nafkah bathin selama 6 (enam) bulan 

kepada Penggugat;

b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Hj. Tina 

bahkan sudah menikah dengannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 

2014 karena Tergugat menuduh Penggugat memakai KB padahal 

Penggugat tidak pernah menggunakan KB, akibatnya Tergugat pergi tanpa 

izin meninggalkan Penggugat. 

6. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat 

tinggal sampai sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
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7. Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada 

Penggugat, tidak ada komunikasi yang baik, tidak memberi nafkah wajib 

dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) penggugat;

8. Bahwa Penggugat/pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan 

Tergugat, tetapi tidak berhasil.

   Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan 

mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang 

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke 

muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa hukumnya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut 

melalui berita panggilan Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan 

sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut 

disebabkan oleh  sesuatu halangan  yang  sah; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah 

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 8 Agustus 2002, yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boalan, 

Kabupaten Toli-toli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup 

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Asli Surat Keterangan Ghoib Nomor -, tanggal 4 Mei 2015, yang 

dikeluarkan oleh Ketua RT. 14, Kelurahan Nunukan Timur dan 

diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan 

Nunukan, Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi 

materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang 

saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan 

pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, tempat 

kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

• Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat di Rappang selama kurang lebih 1 (satu) 

tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah saksi di 

Nunukan;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak;
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• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak 

harmonis lagi;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat 

bertengkar karena saat kejadian tersebut saksi berada di 

Makassar, namun Penggugat bercerita kepada saksi mengenai 

pertengkarannya dengan Tergugat tersebut dan dalam 

pertengkarannya Penggugat dilempar gelas oleh Tergugat;

• Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan 

Tergugat bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan 

wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut, 

Tergugat juga tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada 

Penggugat dan anak-anaknya; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 

(delapan) bulan yang lalu, menurut cerita Penggugat bahwa 

Tergugat pergi ke Pare-pare ke rumah orang tuanya dengan 

alasan ingin mencari pekerjaan;

• Bahwa Penggugat tidak tahu dimana alamat pasti Tergugat di 

Pare-pare;

• Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan 

Tergugat namun tidak berhasil;

• Bahwa sejak bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah mengirimkan 

nafkah kepada Penggugat;

• Bahwa selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan 

kabar kepada Penggugat;

2. Tergugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat 

kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan 

keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;
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• Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa saksi adalah teman Penggugat;

• Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

• Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat di Pare-pare, kemudian setelah kelahiran anak 

pertama Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di 

rumah orang tua Penggugat di Nunukan;

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang 

anak;

• Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun 

dan harmonis, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu sudah tidak 

harmonis lagi;

• Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat 

bertengkar, namun menurut cerita Penggugat kepada saksi 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran;

• Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan 

Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memperhatikan 

kebutuhan rumah tangganya, Tergugat juga pernah selingkuh 

dengan wanita lain; 

• Bahwa penyebab lainnya ketika saksi ke Pare-pare Tergugat 

menjemput saksi dan Tergugat menyatakan bahwa ia telah 

menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Hj. Tina; 

• Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) 

tahun yang lalu, Tergugat pamit bahwa ia akan pergi ke Pare-pare 

untuk bekerja;

• Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan 

Tergugat namun tidak berhasil karena keluarga Tergugat tidak 

mau memberi tahu dimana alamatnya;
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• Bahwa sejak bulan Mei 2015 Tergugat tidak pernah mengirimkan 

nafkah dan kabar kepada Penggugat;

• Bahwa saksi pernah menasehat penggugat agar bersabar dan 

mempertahankan kembali rumah tangganya bersama Tergugat 

namun tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya 

tetap dengan gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon 

putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim 

cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun Tergugat telah 

dipanggil secara resmi dan patut melalui berita panggilan Radio Republik 

Indonesia Kabupaten Nunukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak ternyata 

ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh  sesuatu halangan  yang  

sah; 

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim 

telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun 

kembali dengan Tergugat, tetapi tidak  berhasil; 

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut 

akan tetapi tidak datang menghadap, maka sesuai pasal 27 Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan 

gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

7
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Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. 

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan 

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis 

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang 

merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, 

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara 

Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal 

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan 

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Keterangan Ghaib telah 

bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi 

meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan sampai sekarang tidak 

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, 

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan 

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam 

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan 

keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya 

keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, 

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; 

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi mengenai adanya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berasal dari 

cerita Penggugat, namun keterangan saksi-saksi yang bersifat testimonium de 
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auditu di atas dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa 

kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis 

lagi; 

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 

tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak 

dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak 

dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);  

Menimbang meskipun kesaksian tersebut testimoniun de auditu, namun 

keterangan tersebut diterima saksi-saksi dari tangan pertama (first hand 

hearsay) yaitu orang yang mengalami langsung, maka dalam Common Law 

secara eksepsional dan berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 239 K/Sip/1973 

tanggal 25 November 1975 keterangan saksi de auditu tersebut bahkan dapat 

dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena 

itu secara eksepsional kesaksian tersebut dapat diterima. 

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut bila dihubungkan 

dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum 

sebagai berikut:

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran lantaran Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan 

rumah tangganya, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan 

lain yang bernama Hj. Tina di Pare-pare (vide keterangan saksi 1 dan 2 

Penggugat), Tergugat juga pernah selingkuh dengan wanita lain (vide 

keterangan saksi 2 Penggugat);

• Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya 

sejak 8 (delapan) bulan yang lalu (vide keterangan saksi 1 Penggugat), 

sejak kepergiannya Tergugat sudah diketahui lagi keberadaannya; 

• Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga 

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
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• Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukan sikap dan 

tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat 

tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah 

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan 

kembali, apalagi kemudian diikuti dengan berpisah tempat tinggal antara 

Penggugat dan Tergugat maka dalam keadaan rumah tangga yang seperti itu, 

tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan firman Allah Surat Ar-Rum Ayat 

21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, yakni untuk membentuk rumah tangga bahagia, 

sakinah, mawaddah dan rahmah, akan sulit terwujud, karena hati keduanya 

telah pecah, sehingga tanpa melihat siapa yang salah dalam hal ini, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah pihak apabila 

perkawinan tersebut dibubarkan;

Menimbang, bahwa ikatan lahir batin yang merupakan hakekat 

perkawinan dan kebahagiaan hidup yang menjadi tujuan perkawinan telah tidak 

mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, 

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah sia-sia dan akan 

menimbulkan mudharat serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua 

belah pihak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyyah sebagai 

landasan hukum berbunyi;

المصالح � �جلب �على �مقدم سد � المفا � دفع
Artinya: “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap 

kemashlahatan” 
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Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 

Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan 

menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat  terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan 

Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus 

menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sampai 

ke tingkat pecahnya rumah tangga dan sudah sulit untuk dirukunkan dan, maka 

Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Nunukan, 

diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan 

hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat 

bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan 

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan 

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

11

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap 

Penggugat (Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk 

mengirimkan Salinan Putusan yang telah yang telah berkekuatan hukum 

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Baolan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Nunukan  untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah         

 Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang 

dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriyah, oleh kami                       

Drs. Rusliansyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan          

H. Fitriyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 

September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1436 Hijriyah, 

oleh Ketua  Majelis  tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan 

dibantu oleh Ali Fatoni, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh 

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Rusliansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

H. Fitriyadi, S.H.I.
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Panitera Pengganti,
                            ttd                                      

Ali Fatoni, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp      30.000,00
2. Proses Rp      50.000,00
3. Panggilan Rp    225.000,00
4. R e d a k s i Rp        5.000,00
5. M e t e r a i Rp        6.000,00

      J u m l a h                    Rp    316.000,00 
                                          

Nunukan, 16 September 2015

Salinan sesuai aslinya

P a n i t e r a,

ttd

Drs. Mohamad Asngari
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